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S URAT EDARAN

Nomor 07 Tahun 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SENGKETA

MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH (PILKADA)

Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-

keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan

baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan

Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "hasil

pemilihan umum ", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah

keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap

pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara.
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Dalam hal ini perlu dibedakan dengantegas antara dua jenis kelompok

keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan

penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang

berisi mengenai hasil pemilihan umum.

Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di

lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan

penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan

berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan

peserta, tahap mas a kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut

sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat

Pusat dan Daerah.

Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil

pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan

pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi

kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut

berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum

adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk

menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005

tanggal 6 Juni 2005 mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA),

agar sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan

dalam perkecualian Pasal 2 huruf g tersebut diatas.
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Namun demikian hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian

sengketanya.

2. Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan rata Usaha Negara atau

Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan

bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang

kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan

perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa

sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4)

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian

hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu

proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui :dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.
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